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ABSTRAK 

Reydan Putra Alfayi, (2024) : Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam 

Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

 

 Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan 

mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan yang belum 

terlaksana secara maksimal, ditemukan fakta yang terjadi dilapangan bertentangan 

dengan apa yang terdapat dari isi peraturan hukum yang berlaku. ketidaksesuaian 

isi dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru dengan peran Dinas Sosial dalam rehabilitai sosial terhadap anak 

jalanan di kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui 

peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap 

anak jalanan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 dan apa saja 

faktor-faktor yang mempengaruhi peran dinas sosial kota pekanbaru dalam 

pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan.  

 Jenis penelitian adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian 

langsung ke lapangan yang berlokasi di Dinas Sosial. Informan penelitian terdiri 

dari 15 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 1 orang 

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, 2 orang Petugas Satuan Tugas 

Dinas Sosial, 5 orang anak jalanan dan 6 orang tokoh masyarakat. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, studi Pustaka dan studi 

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. 

 Hasil dari penelitian terhadap peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial 

terhadap anak jalanan masih belum terlaksana secara optimal ditemukan fakta 

bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terdapat tidak berjalannya isi 

peraturan hukum yang berlaku dengan penerapannya dilapangan, hal ini 

dikarenakan terdapat faktor-faktor yang dihadapi dan mempengaruhi dalam 

pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan diantaranya terkendala pada 

anggaran/dana yang terbatas, sarana prasarana yang tidak memadai, dan 

kurangnya sosialisasi dengan masyarakat.. 

 

Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Rehabilitasi Sosial, Anak Jalanan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Hukum adalah negara 

yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. 

Negara hukum dengan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Perlindungan 

dalam negara hukum terhadap hak asasi manusia terwujud dalam bentuk 

penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk 

selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana 

kekuasan kehakiman.
1
 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau dan salah satu kota terbesar 

di Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan tingkat migrasi, 

urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kota Pekanbaru terus 

berkembang menjadi kota besar, seiring Bertambahnya jumlah penduduk di kota 

pekanbaru dengan peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan 

aktivitas masyarakat di setiap sektor, yang pada akhirnya meningkatkan 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi 

penduduk serta kebutuhan lainnya.  

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 

harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak 

sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan tunas, potensi, dan 

                                                           
 1

 Nur Shivana, “Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum”, dalam Jurnal Lex 

Scientia Law Review, Volume 1., No. 1., (2017), h. 93. 
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generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan 

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa 

dan negara pada masa depan.
2
 

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 

wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
3
 Anak jalanan merupakan anak 

terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, 

spiritual, maupun sosial dan melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar 

waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya dijalanan. Anak 

jalanan dan anak terlantar adalah suatu hal yang sama karena anak terlantar 

berada dijalanan, sehingga banyak juga disebut sebagai anak jalanan.
4
 

Pemerintah wajib memfasilitasi mereka dan harus menjamin kehidupan yang 

layak untuk pendidikan, kelangsungan hidup, dan kebutuhan mereka. Dalam 

pembinaan anak jalanan dan pemenuhan hak-hak oleh pemerintah belum melekat 

dalam diri anak dari anak jalanan.  

Keberadaan anak-anak  jalanan sebagai anak terlantar tampaknya telah 

menjadi fenomena di kota-kota besar Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh 

dampak  urbanisasi yang pesat dan perkembangan lingkungan perkotaan yang 

memberikan impian bagi masyarakat. Terutama masyarakat miskin dan kurang 

mampu secara ekonomi, serta krisis ekonomi yang menyebabkan peningkatan 

                                                           
2
 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan 

memenuhi hak-hak anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11., No. 2., (2016), h. 250. 
3
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 

Ayat (6) 
 4

 Herlina Astri, “Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup 

Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang”, Jurnal Aspirasi, Volume 5., No. 2., (2014), h. 142. 
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jumlah mereka secara dramatis. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang 

menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan  melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi, dan anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
5
 Undang-

undang adalah suatu peraturan/keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat 

periengkapan negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan 

mengikat masyarakat.
6
 

Kehadiran anak-anak di jalanan adalah sesuatu yang dilematis, di satu sisi 

mereka mencari nafkah dan memeroleh pendapatan yang dapat membuat mereka 

bertahan hidup serta sekaligus digunakan untuk menopang kehidupan keluarga. 

Namun, di sisi lain, mereka dianggap bermasalah karena tindakannya yang 

seringkali merugikan orang lain, mengganggu ketertiban umum. Misalnya, 

memaksa pengemudi kendaraan memberi sejumlah uang, merusak mobil dengan 

goresan, dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Setiap anak perlu mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya untuk  tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 

                                                           
5
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2). 
6
 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 

35. 
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perlindungan serta untuk mewujudkan  kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa 

diskriminasi.
7
  

Seperti yang dilihat anak jalanan selalu dapat ditemui di jalan dan 

beberapa tempat menjadi pengemis, pedagang koran, pedagang rokok, pembersih 

kaca mobil, pengamen, dan lain-lain. Mereka sering terlihat beroperasi 

diperempatan lampu merah, dengan sasarannya adalah pengemudi berkendara dan 

penumpang kendaraan roda empat. Mereka mampu mencari pekerjaan dan 

menghasilkan uang, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan standar 

hidup mereka dan berkontribusi pada ekonomi keluarga mereka. Anak jalanan 

juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak agar mereka dapat 

tumbuh sesuai dengan masa berkembang. Baik perkembangan fisik maupun 

mentalnya, seperti mendapatkan hak pendidikan, pelayanan kesehatan, bermain 

dan sebagainya.
8
 

Kota Pekanbaru kota yang sudah mendapatkan predikat kota layak anak 

pada tahun 2023, Kota Layak Anak merupakan kota yang mempunyai sistem 

pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber 

daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh 

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 

terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
9
 Tetapi fakta yang terjadi di masyarakat 

                                                           
7
 Tufi Bahriarti dkk, “Kajian Penanganan Anak Gelandangan Dan Pengemis Di Kota 

Makassar”, Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, Volume 1., No.2., (2019), h. 45. 
8
 Bedriati Ibrahim, “Profil Anak Jalanan di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu-Ilmu, Sejarah, 

Budaya dan Sosial, Volume 6., No.15., (2015), h. 129. 
9
 Irma Rumtianing, “Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak”, dalam 

Jurnal Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Volume 27., No. 1., (2014), h. 7. 
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belum mendukung kota pekanbaru sebagai kota layak anak sebagaimana yang 

diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya fenomena anak jalanan di 

Kota Pekanbaru. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 

ayat (1) menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 

oleh negara”.
10

  untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi 

anak jalanan, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi 

kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan 

kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dimana tertuang 

penyelenggaran kesejahteraan sosial salah satunya dilakukan dengan rehabilitasi 

sosial.
11

 Untuk itu maka pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteran Sosial, dimana pada pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa 

“pemerintah daerah berwenang melaksanakan rehabilitasi sosial dasar di 

daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Walikota melalui Dinas 

Sosial”.
12

 Dalam  hal ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki peran penting 

dalam melindungi dan menanggulangi anak jalanan di Kota Pekanbaru.  

Pemerintah Daerah melalui Walikota dengan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pasal 2 ayat (1) 

                                                           
 

10
 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 

Ayat (1). 
11

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 

1 Ayat (2). 
12

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 38 Ayat (1). 
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menyebutkan bahwa “Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial”.
13

 Walikota memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan unsur pemerintah yang 

bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, 

yang mencangkup semua upaya program dan kegiatan yang ditunjukan untuk 

mewujudkan, membina dan pelatihan pengetahuan  kesejahteraan anak. 

Dinas Sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui bidang rehabilitasi sosial terhadap 

anak jalanan, Dimana tertuang pada bagian keempat Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 pasal 14 tentang bidang rehabilitasi sosial. Pada 

pasal 16 ayat (1) menyebutkan “Seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak 

mempunyai tugas membantu kepala bidang rehabilitasi sosial dalam 

melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak.” Seksi 

rehabilitasi sosial dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas terkait anak 

jalanan tertera pada pasal 16 ayat (2) huruf f yang berbunyi “perumusan dan 

peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi 

terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar 

panti”.
14

  

Rehabilitasi Sosial adalah proses mengembalikan dan pengembangan 

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 

                                                           
 13

 Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Pasal 2 Ayat 

(1). 
14

 Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Pasal 16 

Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (2) 
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wajar dalam kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi sosial adalah program 

yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai keberfungsian 

sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sasaran program rehabilitasi 

sosial meliputi: 

a. Anak 

b. penyandang disabilitas 

c. tuna sosial dan korban perdagangan orang 

d. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

e. lanjut usia.  

Bentuk anak yang direhabilitasi juga ada kriterianya, bukan sembarang 

anak atau semua anak yang menerima atau mendapatkan pelayanan rehabilitasi 

sosial. Kriteria Anak Telantar terdiri atas: 

a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan 

papan 

b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang 

mengurus 

c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya 

d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak 

kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. 

Sebagaimana termaktub pada Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak 

Telantar bahwa Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar meliputi: 

a. Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial 
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b. Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial
15

 

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan 

Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan 

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. sebelum dilakukannya 

rehabilitasi sosial di dalam panti sosial, anak terlantar/anak jalanan telah 

menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial baru dapat 

dirujuk ke:  

a. Keluarga 

b. panti sosial 

c. unit pelaksana teknis milik kementrian sosial 

Peran dinas sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial terhadap anak 

jalanan, merupakan suatu program dinas sosial yang mana menunjang 

kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru. Seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan 

anak merupakan bagian dari dinas sosial dalam bidang rehabilitasi sosial yang 

bertanggung jawab dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial terhadap 

anak. Bentuk usaha rehabilitasi sosial meliputi penyantunan, pemberian pelatihan 

serta pendidikan, pemulihan kemampuan, mencari dan mengembalikan anak 

jalanan ini kepada keluarga mereka, dan penyaluran kembali anak jalanan ke 

daerah pemukiman baru melalui transmigrasi atau ketengah-tengah masyarakat.
16

  

                                                           
15

 Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar Pasal 2. 
16

 Adhe Akbar Apiantara, “Evaluasi Program Pemberdayaan Eks Penyandang Tuna 

Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 

2015”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 4., No.2., (2017), 

h. 5. 
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Dalam menjalankan rehabilitasi sosial, selain Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru ada peran-peran dari pihak lain yang terkait dalam rangka rehabilitasi 

sosial yaitu, 

a. Lembaga Sosial, kerjasama dengan dinas sosial karena menyediakan 

program rehabilitasi yang terstruktur, termasuk konseling, pelatihan 

keterampilan, dan dukungan psikososial. 

b. Masyarakat, Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu 

yang sedang dalam proses rehabilitasi agar dapat diterima kembali di 

masyarakat dan meningkatkan kesadaran pentingnya rehabilitasi. 

c. Keluarga, Memberikan dukungan moral dan emosional kepada 

individu yang menjalani rehabilitasi dan terlibat dalam proses 

rehabilitasi dengan mengikuti program keluarga atau konseling. 

Rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan tidak selalu berjalan lancar, ada 

faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial 

terhadap anak jalanan. Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam rehabilitasi 

sosial terhadap anak jalanan. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial dapat 

mengurangi anak jalanan, dengan itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan 

sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada. 

Tabel I. 1 

Data Anak Jalanan di Kota Pekanbaru 

Kota Tahun 2022 Tahun 2023 

Kota Pekanbaru 77 Orang 76 Orang 

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Kenyataan yang terjadi di kota Pekanbaru adalah pelaksaan rehabilitasi 
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sosial terhadap anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial belum berjalan secara 

optimal. Jumlah anak jalanan yang terjadi di kota Pekanbaru belum mewujudkan 

kota Pekanbaru sebagai kota layak anak yang seharusnya fenomena anak jalanan 

mengalami penurunan yang jelas. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Adriyani selaku 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Fajrina selaku Kepala Seksi Rehabilitasi 

dan Perlindungan Anak terkait peran Dinas Sosial terhadap anak jalanan, penulis 

mendapatkan data korban anak jalanan Tahun 2022 dan 2023, bahwa fenomena 

anak jalanan pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023 tidak banyak mengalami 

penurunan, hal ini disebabkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

rehabilitasi sosial kepada anak jalanan.
17

 

Dapat di katakan bahwa kurang berjalanannya peraturan membuat peran 

Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan belum terlaksana 

secara maksimal. karena dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini, akan 

menjadi penghambat dalam penunjang tumbuh anak sesuai dengan masa 

berkembangnya dan bisa  menimbulkan  masalah sosial lainnya.
18

 

Oleh karena itu, jika dilihat dari data diatas menurut penulis bahwa 

faktanya peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan belum 

terlaksana secara maksimal sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 

97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Berdasarkan hal diatas membuat 

peneliti tertarik ingin mengetahui lebih dalam tentang peran Dinas Sosial dalam 

                                                           
 17

 Adriyani, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara, Pekanbaru, 1 April 2024. 

 18 Fajrina, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anakl, Wawancara, Pekanbaru, 1 

April 2024. 
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rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan mengingat fenomena anak jalanan yang 

masih ada, maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam 

Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan 

Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat untuk menghindari 

kesalahpahaman, kekeliruan dan untuk agar lebih pembahasan permasalahan 

penelitian ini terarah dan tidak menyimpang, maka dengan ini penulis melihat 

suatu permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, 

penulis membatasi pembahasan masalah yang difokuskan pada peran dinas sosial 

kota pekanbaru dalam menjalankan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak 

jalanan melalui pelayanan, pendampingan, perlindungan dan apa saja faktor yang 

mempengaruhi dinas sosial kota pekanbaru dalam rehabilitasi sosial terhadap anak 

jalanan di kota pekanbaru. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi 

sosial terhadap penanggulangan anak jalanan agar anak jalanan dapat 

perlindungan dan pelayanan melalui rehabilitasi sosial berdasarkan Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penulis membuat membuat beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yang 

antara lain sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan 

rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan berdasarkan peraturan walikota 

nomor 97 tahun 2016? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis diatas, 

maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah: 

a. untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam 

pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan berdasarkan 

Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial 

terhadap anak jalanan. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat 

baik berupa manfaat akademis, teoritis, dan praktis sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar 

sarjana pada program Strata Satu Hukum Pada Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan referensi bagi para 

peneliti yang ingin meneliti terkait permasalahan yang sama, terutama 

dalam bidang hukum tata negara.  

c. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan 

tentang fenomena anak jalanan, data dan informasi tentang anak jalanan 

serta menjadi saran dan rujukan bagi dinas sosial kota pekanbaru untuk 

dapat menanggulangi anak jalanan dengan penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial. 



 

  14 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Teori Peran 

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran 

disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. 

Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. 

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan 

yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.
19

 

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan 

sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang 

mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran berarti 

serangkaian perilaku yang diharapkan. Peran yang diharapkan secara spesifik 

disampaikan kepada seseorang atau kelompok orang oleh pengirim pesan, yang 

kepadanya orang tersebut mempunyai hubungan penting. Peran yang diharapkan 

juga berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dari uraian tugas 

peraturan-peraturan dan standar. 

Peran termasuk aspek dinamis dari kedudukan (status) artinya, seseorang 

telah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka orang itu telah melaksanakan suatu peran. Peran dapat diartikan sebagai 

                                                           
19

 Syamsir Torang, Organisasi dan Manjemen (Perilaku, Struktur, dan Budaya dan 

Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86. 
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perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Jadi kata peran 

yang dimaksud yaitu, perilaku seseorang dalam status kedudukannya di 

masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis 

berupa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan lembaga 

yang menduduki suatu posisi dalam situasi sosial. Sulistiyani dan Rosidah 

mengkonsepkan peran mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut : 

a. Bagian dari tugas utama yang dilakukan manajemen. 

b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

d. Fungsi yang diharapkan pada seseorang atau karakteristik yang ada 

padanya. 

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.
20

 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Menurut Sutarto, ia 

mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen yang apabila yaitu: 

a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan 

dengan situasi tertentu. 

b. Perancangan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang 

menduduki posisi tertentu mengenai bagaiman ia seharusnya bertindak. 

c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang 

berada pada suatu posisi tertentu. 

                                                           
 

20
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 45. 
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Dalam organisasi tiap individu memegang peran dan wewenangnya 

masing-masing dimana untuk dapat mencapai suatu tujuan organisasi tiap- tiap 

individu tersebut dituntut untuk menjalankan perannya secara maksimal. Soekanto 

mengatakan peran dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut: 

a. Peran aktif, Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota 

kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas 

kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. 

b. Peran partisipatif, Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh 

anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan 

yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. 

c. Peran pasif, Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang 

bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan agar memberikan 

kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan 

dengan baik.
21

 

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal 

diantaranya sebagai berikut:  

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan.  

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

induvidu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                           
 

21
 Syaron Brigette Lantaeda dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 04., No. 

048., (2017), h. 2. 
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c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
22

 

2. Rehabilitasi sosial 

Rehabilitasi merupakan gabungan  kata “re” yang berarti “kembali” dan 

“habilitasi” yang berarti “kemampuan”. Oleh karena itu, rehabilitasi sendiri dapat 

diartikan secara luas sebagai suatu proses dirancang untuk membantu sesuatu  

kembali ke keadaan semula, atau setidaknya serupa dengan keadaan semula.
23

  

Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada rehabilitasi 

manusia, kemudian mengerucut kepada bantuan untuk rehabilitasi sosial, maka 

artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik 

maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan 

kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala. Namun apabila diberikan pengertian 

secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi berbeda dan lebih lengkap lagi. 

Dengan adanya tambahan kata sosial di atas, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi 

sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang 

tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada 

seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap 

kepuasan atau kebutuhan mereka, dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan 

masyarakat.  

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan 

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 

                                                           
22

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 213. 
23 Farah Nadiyah Hilmy, “Peran Pembimbing Penyuluhan Islam Dalam Rehabilitasi 

Sosial Keagamaan Pada Dewasa Terlantar”, Jurnal Islamic Guidance and Counseling, Volume 2., 

No. 2., (2021), h. 137. 
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wajar dalam kehidupan masyarakat.
24 Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa 

rehabilitasi lebih diarahkan pada pengembalian fungsi dari kemampuan, 

sedangkan pengembangan diarahkan untuk menggali atau menemukan dan 

memanfaatkan kemampuan yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk 

memenuhi fungsi diri dan fungsi sosial dimana ia hidup dan berada.  

Ruang lingkup rehabilitasi sosial mencakup berbagai aspek studi dan 

kasus yang berhubungan dengan ilmu kejiwaan, pendampingan, pelatihan, dan 

sebagainya. Hal ini disebabkan karena rehabilitasi sosial merupakan sebagai 

terminal atau tujuan akhir yang sementara dari ilmu psikologi, sosiologi, 

kesehatan, ilmu ketuhanan (tauhid), pengembangan masyarakat, dan lainnya. 

Faktor-faktor yang disebutkan ini sangat diperlukan dalam penanganan/ 

membantu seorang PMS dalam mencapai keadaan dimana ia dapat mengontrol 

dirinya kembali sehingga dapat kembali kepada masyarakat. 

 Berbeda dengan jenis rehabilitasi yang lainnya, rehabilitasi sosial 

mencakup banyak aspek manusiawi yang mana seperti tujuan awalnya, 

mengembalikan lagi kehidupannya penyandang masalah kesejahteraan sosial agar 

bisa bermasyarakat kembali, karena terdapat berbagai jenis rehabilitasi yang juga 

memerlukan bentuk kontribusi lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, 

ruang lingkup rehabilitasi sosial ini dapat berbentuk sistem panti, rumah sakit, 

sistem non-panti (interaksi sosial seperti kehidupan normal yang ada bimbingan 

khusus), pondok pesantren, dan berbagai macam jenis lainnya. 

Konsep rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan secara umum yaitu,  

                                                           
24

 Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 

Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial Pasal 1 Ayat (1). 
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a. Pendidikan dan Keterampilan: memberikan akses pendidikan dan 

pelatihan keterampilan agar anak jalanan dapat memiliki masa depan 

yang lebih baik. 

b. Dukungan Psikososial: menyediakan layanan konseling dan dukungan 

psikologis untuk membantu anak jalanan mengatasi trauma dan 

masalah emosional. 

c. Reintegrasi Sosial: mendorong reintegrasi anak jalanan ke dalam 

masyarakat melalui program-program yang melibatkan keluarga dan 

komunitas. 

d. Partisipasi Anak: melibatkan anak dalam proses pengambilan 

keputusan terkait program rehabilitasi mereka. 

Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu seseorang mencapai 

kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi sesuai dengan 

kemampuannya, untuk mendampingi dan memberikan pelatihan kepada 

penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dia tidak kembali lagi melanggar 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu mereka dapat percaya 

diri dan mengotrol segala emosi dan permasalahan yang ada, ini berarti membantu 

individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan 

hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan 

keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber 

lainnya. Peran rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebagai suatu upaya untuk 

membantu seseorang yang mengalami masalah sosial, fisik, atau mental dalam 

mengintegrasikan diri kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Pengintegrasian 
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tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri baik terhadap 

keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya. Dengan demikian rehabilitasi sosial 

merupakan pelayanan sosial.
25

 

3. Anak Jalanan 

Istilah „anak jalanan‟ pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan, 

tepatnya di Brazilia, dengan nama Meninos de Ruas untuk menyebut kelompok 

anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. 

Istilah anak jalanan yang digunakan di beberapa tempat lainnya, berbeda-beda. Di 

Rio de Jenairo disebut marginais (kriminal), di Honduras disebut resistoleros 

(perampok kecil), di Vietnam disebut bui doi (anak dekil). Istilah-istilah tersebut 

secara tidak langsung menggambarkan posisi anak jalanan dalam masyarakat. 

Meskipun memiliki hak penghidupan yang layak seperti anak-anak pada 

umumnya, tetapi realitanya berbeda dan hampir semua anak jalanan mengalami 

marginalisasi pada aspek-aspek kehidupannya. Ada yang menganggap anak 

jalanan dapat masuk ke area pekerja anak, tetapi ada juga yang menolaknya. 

Secara konseptual anak jalanan memang masuk ke dalam pekerja anak, namun 

secara praktik anak jalanan lebih banyak dianggap sebagai kelompok khusus yang 

memiliki banyak perbedaan dari pekerja anak. Oleh karenanya, anak jalanan 

merupakan anak yang dipaksa keberadaannya oleh suatu keadaan (faktor 

ekonomi, keharmonisan, keluarga, kriminalitas, dan sebagainya) yang ia sendiri 

tidak menghendakinya, sehingga membuat dirinya harus mempertahankan 
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eksistensinya sebagai layaknya manusia dewasa untuk terus hidup dengan bekerja 

apa saja, dimana saja, dan kapan saja mereka bisa.
26

 

Anak jalanan termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). 

HAM merupakan salah satu unsur pokok negara hukum baik berdasarkan konsep 

Rechtsstaat, The Rule of Law, maupun negara hukum pancasila. Perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan 

harkat martabat kemanusiaan.
27

  Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tidak 

dapat diganggu gugat oleh pihak manapun dimana dalam cakupannya hak asasi 

manusia mengatur tentang kebebasan untuk beraktivitas dan berekpresi, 

kebebasan dari kondisi-kondisi tententu (misalnya, perbudakan, penyiksaan), hak 

atas pelayanan (misalnya, Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll).
28

 

Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 

dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri 

manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagi karunia Tuhan Yang Maha 

Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, 

perkembangan manusia, dan Masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, 

atau diganggu gugat oleh siapapun.
29
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Unsur lainnya seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan negara, 

peradilan yang bebas dan tidak  memihak, demokrasi merupakan konsekuensi 

lebih lanjut dari tujuan  negara hukum untuk melindungi dan menjamin hak asasi 

warga negaranya dari tindakan kesewenangan. Demokrasi juga sebagai bentuk 

atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan 

kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh 

pemerintah negara tersebut.
30

 Karena itu, dalam penelitian ini, anak merupakan 

bagian dari HAM yang dijamin oleh Konstitusi. HAM akan dijadikan dasar dalam 

membangun konsepsi perlindungan yang memposisikan anak jalanan sebagai 

manusia yang memiliki harkat dan martabat serta mampu berpartisipasi dalam 

berprestasi.
31

 

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi 

perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kualitas 

perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang 

minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun 

pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum 

(equality before the law). ini mengingatkan seluruh penyelenggara perlindungan 

anak dalam mengambil keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan 

ukuran orang dewasa.
32
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Begituhalnya dengan masalah anak jalanan, pemerintah wajib menetapkan 

program kebijakan yang mendukung hak-hak anak untuk membinanya. 

Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu, Perlindungan anak yang bersifat 

yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum 

keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. meliputi 

perlindungan dalam bidang sosial, bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan.
33

 

Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan, menjalankan fungsi-

fungsi pemerintahan dalam berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh 

masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-

pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, utilitas, dan lainnya.
34

 

4. Dinas Sosial 

Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan 

daerah.
35

 Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang bertugas dalam 

membantu dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru salah satu bagian penting dari struktur pemerintahan di Kota 

Pekanbaru. Dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota, Dinas Sosial berperan sebagai penunjang dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.  
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 Dinas Sosial Kota Pekanbaru termasuk dalam dinas kabupaten/kota. dinas 

Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah 

dalam pelaksanaan desentralisi.
36

 Dinas Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi 

yang bertujuan untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial di Kota. Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

sebagai berikut:  

a. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota di bidang 

kesejahteraan sosial. 

b. Menyelenggarakan tugas pembinaan kewenangan di bidang 

kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru. 

c. Penyusunan pelaksanaan rencana program di bidang pembinaan teknis 

kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru. 

d. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyuluhan usaha 

kesejahteraan sosial. 

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 

f. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi PMKS secara 

berkelanjutan. 

g. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan 

secara mandiri. 

h. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
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i. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Dalam masyarakat, Dinas Sosial memiliki tugas yang sangat penting 

dalam membantu dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Melalui berbagai program bantuan dan penanganan masalah 

sosial, Dinas Sosial berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kelompok 

rentan dalam masyarakat. Adapun visi dan misi pelayanan Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru sebagai berikut: 

a. Visi, terwujudnya pelayanan prima melalui SIMPATI (Siap, Melayani, 

Ikhlas, Mudah, Profesional, Akuntabel, Tepat waktu, Inovatif). 

b. Misi, memberikan pelayanan publik yang handal dan profesional dan 

mengembagkan sistem pelayanan publik berbasis informasi & 

teknologi. 

Dinas Sosial juga berperan dalam mengawasi dan mengatur lembaga-

lembaga sosial serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk 

mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, tugas 

dari Dinas Sosial sangatlah penting dalam membentuk masyarakat yang lebih 

inklusif dan adil.  

Penanggulangan anak jalanan merupakan usaha yang dilakukan oleh 

individu atau lembaga untuk memecahkan masalah yang diakibatkan oleh 

keadaan anak jalanan, Lembaga yang bisa mengatur dan memecahkan masalah 

terkait anak jalanan ialah Dinas Sosial. Anak jalanan merupakan kelompok warga 
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negara yang berada pada usia produktif dan usia sekolah, tetapi tidak bisa 

meninggalkan kebiasaan mencari nafkah dijalan. Penanggulangan anak jalanan 

dilakukan melalui pendidikan, keterampilan kebutuhan dasar, dan kesehatan.
37

 

Konsep rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan dalam peraturan 

perundangan, yaitu:  

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

a. Hak Anak: UU ini menegaskan bahwa setiap anak berhak 

mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan 

penelantaran. Rehabilitasi sosial menjadi salah satu bentuk 

perlindungan bagi anak jalanan. 

b. Kewajiban Negara: Negara bertanggung jawab untuk memberikan 

perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan kepada anak, termasuk 

anak jalanan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Perlindungan Anak 

a. Program Rehabilitasi Sosial: Mengatur tentang program rehabilitasi 

sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk anak-anak 

yang memerlukan perlindungan, termasuk anak jalanan. 

b. Kerjasama Lintas Sektor: Memperkuat kerjasama antara berbagai 

instansi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi 

sosial. 
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3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak 

Jalanan 

a. Program Penanganan: Mengatur program-program spesifik untuk 

penanganan anak jalanan, termasuk rehabilitasi sosial, pendidikan, dan 

pelatihan keterampilan. 

b. Pendekatan Holistik: Menekankan pentingnya pendekatan holistik 

dalam rehabilitasi anak jalanan, yang mencakup aspek kesehatan, 

pendidikan, dan pengembangan keterampilan.
38

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, diantara 

lain yaitu: 

1. Mizda Pooja Delson, -(2019), Pelaksanaan Perlindungan Eksploitasi Anak 

Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Anak. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

perlindungan terhadap eksploitasi anak jalanan berdasarkan peraturan daerah 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian 

bahwasannya, sistem sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat masih 

belum terlaksana dengan baik sehingga anak jalanan masih belum terlantar 

atau melakukan pekerjaan dijalanan. Kurangnya perlindungan dari 

penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, 

pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang 
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mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran 

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi 

dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Dalam penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan 

perbedaan.  

Adapun persamaan yaitu subjek yang diteliti membahas tentang anak 

jalanan. Sementara itu letak perbedaannya, merujuk pada objek yang diteliti 

membahas perlaksanaan perlindungan terhadap eksploitasi anak jalanan. 

Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas peran 

rehabilitasi sosial oleh dinas sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan 

anak jalanan.    

2. Feni Hafiza, - (2020), Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  efektivitas 

penanganan terhadap penurunan jumlah anak jalanan di kota pekanbaru, dan 

tinjauan fiqh siyasah dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh 

dinas sosial kota pekanbaru. Hasil penelitian bahwasannya, terkait 

Penanganan terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru yang dilakukan Oleh 

Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sesuatu yang belum mencapai ukuran 

suatu efektivitas. Dimana Peran Dinas Sosial belum terwujud sepenuhnya 

dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru. 

Dengan demikian hasil dari penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh 
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Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah 

dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Dalam penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan.  

Adapun persamaan yaitu lembaga yang diteliti terkait penanganan 

terhadap anak jalanan. Sementara itu letak perbedaannya, merujuk pada objek 

yang diteliti membahas efektivitas kinerja dinas sosial dalam perspektif fiqh 

siyasah. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas 

peran rehabilitasi sosial oleh dinas sosial berdasarkan peraturan walikota No. 

97 tahun 2016.   

3. Al Basya, - (2019), Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 

12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Terhadap Penertiban Anak Jalanan 

(Study Kasus Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru). 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum 

itu dijalankan termasuk proses penegakan hukum. Hasil penelitian 

bahwasannya, implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 

2008 tentang ketertiban sosial terhadap anak jalanan belum berjalan dengan 

optimal dikarenakan masih banyak ditemukan anak gelandangan dan anak 

jalanan yang masih melakukan aksinya tanpa ditindak oleh pihak terkait, tanpa 

menyediakan tempat pembinaan dan pelatihan khusus kepada glandangan dan 

anak jalanan yang ada. Terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam adalah 

implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang 

ketertiban sosial terhadap anak jalanan dikecamatan marpoyan damai kota 
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pekanbaru, diantaranya lemahnya isi dari peraturan daerah, kurangnya 

pendanaan, prosedur kerja yang tidak memadai, dan kurangnya pemahaman 

pegawai pelaksana dalam penertiban gelandangan dan anak jalanan. Dalam 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan 

dan perbedaan.  

Adapun persamaan yaitu subjek yang diteliti membahas tentang anak 

jalanan. Sementara itu letak perbedaannya, peneliti terdahulu membahas 

implementasi peraturan daerah tentang ketertiban sosial terhadap anak jalanan 

dengan studi kasus. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis 

membahas peran rehabilitasi sosial oleh dinas sosial Kota Pekanbaru dalam 

penanggulangan anak jalanan.  

4. Nur Mawan Dalimunthe, - (2019), Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman 

Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Jalanan. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  untuk mengetahui 

Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani anak jalanan di 

Kota Pekanbaru dan mengetahui hambatan atau kendala yang di alami oleh 

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangabni anak 

jalanan. Hasil penelitian bahwasannya, menunjukkan dalam menangani anak 

jalanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berhasil karena masih banyak 

anak jalanan yang berada di jalanan dan belum terdata oleh Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru dan faktor penghambat dalam menangani anak jalanan adalah tidak 

tersedianya anggaran khusus untuk anak jalanan dan anggaran juga tidak 

memadai untuk pelaksanaan penyediaan layanan anak jalanan Kota 
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Pekanbaru. Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti penulis 

terdapat persamaan dan perbedaan.  

Adapun persamaan yaitu subjek yang diteliti membahas tentang anak 

jalanan. Sementara itu letak perbedaannya, peneliti terdahulu membahas 

dengan konteks kebijakan dinas sosial dalam menangani anak jalanan. 

Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas dengan 

konteks peran rehabilitasi sosial oleh dinas sosial dalam menanggulangi anak 

jalanan.  

5. Ria Mardiyanti, - (2021), Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan 

Anak Jalanan Di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui 

hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan. Hasil penelitian 

bahwasannya, implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota 

Pekanbaru mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi No. 3 tahun 2013, Dinas 

Sosial sebagai penyediaan layanan masih belum berjalan secara optimal 

meskipun telah dilakukan pembinaan dan pelatihan, implementasi masih 

menghadapi hambatan yang mendasar, antara lain : belum terpenuhinya hak-

hak anak, proses komunikasi belum berjalan dengan baik, penyampaian 

informasi kurang jelas dan perbedaan kemampuan implementor dalam 

menjalankan tugasnya. Hambatan lainnya keterbatasan sumber daya manusia, 

sumber daya anggaran, dan fasilitas. Dalam penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan.  
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Adapun persamaan yaitu subjek yang diteliti membahas tentang anak 

jalanan dan lembaga yang sama. Sementara itu letak perbedaannya, peneliti 

terdahulu membahas dalam konteks analisis implementasi kebijakan 

perlindungan anak jalanan. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh 

penulis membahas dalam konteks peran rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial 

dalam penanggulangan anak jalanan.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian 

kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu data yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata. 

Deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan atau pemaparan 

atas subjek dan objek, baik seseorang, lembaga maupun Masyarakat dengan 

berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan.
39

  

Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, 

lembaga hukum atau lembaga pemerintah yang mengarah ke peran Dinas Sosial 

dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan dengan mencari fakta-fakta yang 

berkaitan dengan anak jalanan. Dengan demikian bahwa penelitian ini bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel 

mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.
40

 Tujuan penelitian ini 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

elompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala.
41
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti, jenis pendekatan penelitian 

yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan hukum 

empiris atau sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah pendekatan dengan 

melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. 
42

Pendekatan sosiologi 

hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum 

dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang 

untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi 

keperluan penelitian atau penulisan hokum dilakukan.
43

 

C. Lokasi Penelitian 

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru, adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi 

tempat penelitian penulis karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

No.3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan 

Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. yang semestinya 

Dinas Sosial mempunyai peran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

menanggulangi anak jalanan, khususnya di Kota Pekanbaru. 

D. Informan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana 

penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel. Sampel hanya ada dan digunakan 

dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan subjek 
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informan.
44

 Secara khusus dalam penelitian kualitatif menggunakan Informan 

sebagai subjek penelitian dimana informan tidak berfungsi untuk mewakili 

populasi, tetapi mewakili informasi. Informan yang masih terkait secara penuh 

dan aktif pada bidang kajian penelitian, informan mempunyai cukup informasi, 

waktu dan kesempatan untuk di wawancara terkait masalah penelitian.
45

  

Informan merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi 

mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun 

jenis-jenis informan yaitu: 

1. Informan kunci, merupakan informan yang memiliki informasi secara 

menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci 

bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada Masyarakat 

secara garis besar, tetapi juga mendalami informasi tentang informan utama. 

2. Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail 

tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam 

penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” 

3. Informan pendukung, merupakan orang yang dapat memberikan informasi 

tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian 

kualitatif. Informasi tambahan terkadang dapat memberikan informasi yang 

tidak diberikan oleh informasi utama dan informasi kunci.
46
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Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik 

purposive sampling. Purposive sampling sering disebut juga judgement sampling 

merupakan Teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan ini bertujuan untuk 

memperoleh sampel yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang diinginkan 

atau dibutuhkan penelitian.
47

  

Tabel III.1 

Informan Penelitian 

No Jenis Informan Jabatan Jumlah 

1. Informan Utama 

Kepala Bidang Rehabilitasi 

Sosial 

1 

Kepala Seksi Rehabilitasi dan 

Perlindungan Anak 

1 

2. Informan Pendukung 

Petugas Satuan Tugas Dinas 

Sosial 

2 

Anak Jalanan 5 

Tokoh Masyarakat 6 

Sumber:Data Lapangan,2024 
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E. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Penelitian ini diperoleh berupa dengan metode pengamatan, observasi 

ataupun wawancara terhadap responden yaitu mempersiapkan terlebih dahulu 

pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan 

variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara di Dinas Sosial 

pada bidang rehabilitasi sosial melalui seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan 

anak. Data yang diperoleh dari responden bertujuan untuk memberikan gambaran 

pelaksanaan dari Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 

97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.  

2. Data Sekunder 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi 

Pustaka berupa dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, dan riset-riset yang 

berkaitan dengan masalah dalam penelitian mengenai Peran Rehabilitasi Sosial 

Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Anak Jalanan 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016. Untuk menjawab 

permasalahan utama penelitian ini, bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan 

yang berupa bahan hukum sekunder. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke 

lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan 

sebenarnya. peneliti melakukan observasi terhadap peran dinas sosial kota 
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pekanbaru dalam rehabilitasi social terhadap anak jalanan berdasarkan 

peraturan walikota nomor 97 tahun 2016. 

2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan 

responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan 

oleh penulis terhadap komponen yaitu Kepala Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru atau Kepala Sub Bagian Rehabilitasi Sosial, Anak Jalanan, dan 

Serta Masyarakat sekitar untuk memberikan informasi yang diperlukan 

penulis dalam penulisan skripsi ini. 

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku 

referensi yang bekaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. 

Diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain. 

4. Studi Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data kualitatif yang 

melibatkan analisis dan interpretasi dokumen-dokumen yang relevan 

dengan subjek penelitian. Dokumen ini dapat berupa catatan, buku, 

transkip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, serta foto-foto 

kegiatan. 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun  teknik 

analisis data yang penulis gunakan yaitu teknik deskriptif kualitatif.  

Deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur, 

bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang  diteliti telah sesuai dengan 
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tolak ukur yang sudah ditentukan.
48

 Analisis kualitatif bersumber fakta-fakta yang 

ada di lapangan berupa hasil wawancara dan observasi terhadap responden, 

selanjutnya membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami dan mendapatkan 

hasil yang bersifat khusus untuk menyelesaikan masalah dalam objek penelitian.
49
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Peran Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan 

Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru”, 

maka dapat ditarik kesimpulan berikut: 

1. bahwa peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial 

terhadap anak jalanan belum terlaksana dengan optimal dan maksimal 

berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016. Pelaksanaan 

rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan belum bisa menanggulangi dan 

membantu anak jalanan hidup beraktivitas seperti anak-anak lain yang 

seusianya, diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan pada sektor-

sektor yang ada agar dapat menunjang dinas dalam rehabilitasi sosial 

terhadap anak jalanan. 

2. Hambatan yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam 

melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan adalah belum 

tersedianya dana untuk menunjang pelaksanaan, keterbatasan anggaran 

dana dan sarana prasarana. Anggaran dana yang terbatas mengakibatkan 

terhambatnya pelaksanaan sosialisasi, kebutuhan sarana prasarana yang 

kurang memadai dan kurangnya kerjasama antar Dinas Sosial dan 

organisasi non-pemerintah dan masyarakat. 
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B.  Saran 

 Agar peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan 

terlaksana dengan optimal dan maksimal, penulis menyampaikan beberapa saran: 

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan dapat sering membangun 

kerjasama lintas sektor agar peran Dinas Sosial lebih optimal, rehabilitasi 

sosial anak jalanan dilakukan melibatkan berbagai pihak terkait seperti 

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kepolisian, LSM, masyarakat, dan 

sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mendukung program rehabilitasi 

sosial anak jalanan. Dinas Sosial perlu segera membenahi hambatan-

hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap 

anak jalanan, jika perlu melaporkan hal ini ke pemerintah daerah dan pusat 

agar semoga segera dapat dibenahi.  

2. Anak jalanan, orang tua dan masyarakat diharapkan agar lebih peka dan 

peduli terhadap anak. Orang tua perlu memberikan edukasi dan pembinaan 

agar anak-anak mendapakan perhatian yang cukup dan pengetahuan yang 

baik, masyarakat perlu lebih sadar dan peduli terhadap kondisi anak 

jalanan agar fenomena anak jalanan dapat berkurang dan teratasi. 
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LAMPIRAN 

Daftar Pertanyaan wawancara Informan Penelitian 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan peran mereka dalam 

rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan sesuai dengan Peraturan Walikota 

Nomor 97 Tahun 2016? 

2. Apa saja tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan? 

3. Bagaimana struktur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendukung 

pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan? 

4. Bagaimana rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016? 

5. Bagaimana koordinasi antar unit kerja di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam 

menangani kasus anak jalanan? 

6. Bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru terhadap program rehabilitasi sosial anak jalanan? 

7. Apa perlindungan yang telah diberikan Dinas Sosial melalui rehabilitasi sosial 

di jalanan? 

8. Pelayanan apa saja yang diberikan Dinas Sosial terhadap anak jalanan didalam 

panti dan diluar panti? 

9. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam 

melaksanakan peran mereka dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan? 

10. Apa yang membuat sosialisasi anak oleh Dinas Sosial tidak berjalan optimal? 

11. Apa yang membuat rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan tidak berjalan 

optimal dari segi sarana prasarana? 

12. Bagaimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatasi hambatan tersebut dalam 

upaya mendukung program rehabilitasi sosial anak jalanan? 

13. Bagaimana pelayanan, pendampingan dan perlindungan yang dilakukan atau 

diberikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial terhadap anak 

jalanan? 

14. Bagaimana keterlibatan pihak eksternal, seperti LSM dan masyarakat, dalam 

mendukung program rehabilitasi sosial anak jalanan di Kota Pekanbaru? 

15. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam membangun kerjasama 

lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial anak jalanan? 
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Gambar: Anak Jalanan di beberapa titik lokasi, pada tanggal 21 Juni 2024 
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